
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR  25  TAHUN  2010 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang :  a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 

tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan 

Prasarana Daerah (DPIPD) Tahun Anggaran 2010 Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu penerima DPIPD Tahun 2010 

dimana dana tersebut diterima setelah APBD Tahun Anggaran 2010 

ditetapkan; 

b. bahwa sesuai angka 5 uruf e surat Menteri Keuangan Nomor S-

381/MK.7/2010 tanggal 21 Mei 2010 disampaikan bahwa untuk menjamin

terlaksananya kegiatan dan anggaran DPIPD maka kegiatan dan

anggaran DPIPD yang alokasinya ditetapkan sesudah Peraturan Daerah

tentang APBD ditetapkan maka sambil menunggu perubahan Peraturan

Daerah APBD, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program dan

kegiatannya dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan

Kepala Daerah tentang APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan

DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur  tentang Perubahan

Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun

2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2010;

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa Yogyakarta sebagaimana  telah  diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa Yogyakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana  telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-

undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2010; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman 

Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah 

Tahun Anggaran 2010; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2010 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2010 Nomor 1); 

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2010 Nomor 2);   



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2010 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, ditambah Kode 

Rekening, Nomenklatur, Program, Kegiatan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 Ditetapkan di   Yogyakarta 
 pada tanggal 23 Agustus 2010 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

HAMENGKU  BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal 23 Agustus 2010 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

TRI HARJUN ISMAJI 

BERITA  DAERAH  PROVINSI  DAERAH  ISTIMEWA  YOGYAKARTA  TAHUN  2010  NOMOR 25 

ttd 

ttd 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

ttd 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 


